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OPD, Bidang dan Seksi yg memproses PBG dan SLF (SIMBG)?

Berapa lama SOP pengurusan PBG dan SLF? ( dari penyiapan data sampai 

rekomendasi teknis)

Berapa rata-rata waktu real pengurusan PBG dan SLF? ( terbitnya PBG )

Apa kendala dimasyarakat pada saat pengurusan PBG dan SLF?

Apa kendala di penyelenggara PBG dan SLF (OPD Teknis) ?

Sudah berapa PBG dan SLF yang diterbitkan sejak 2021 (rician pertahun)

OPD yang mengelola penyelenggaraan PBG Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Rekomendasi 

Teknis : Bidang Cipta Karya

SIMBG : Bidang Jasa Konstruksi

SOP ; 7 hari untuk PBG

Dinas PU : 5 hari

Sebelum di input oleh pemohon, di cek secara manual terlebih dahulu

5-7 Hari

1. Masih kurangnya kesiapan dan pemahaman masyarakat menggunakan aplikasi SIMBG 

dalam mengajukan permohonan PBG dan SLF secara online

 2. Masih rendahnya kemampuan pemohon dalam menyiapkan dokumen yang diminta ( 

gambar perencanaan ).   

Kendala yang biasa dihadapi terkait sistem aplikasi SIMBG sering terjadi error

1. 2021 = 42 PBG

2. 2022 = 144 PBG

3. 2023 = 88 PBG/SLF

KUISIONER PENYELENGGARAAN PBG DAN SLF

Kab/Kota 
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Apakah Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ Kota sudah mempunyai PBG 

dan SLF?

Berapa Persentase BGN yang sudah mempunyai PBG dan SLF dari jumlah total 

BGN di Kabupaten/ Kota ?

Pada SIMBG terdapat proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, di antara 

item ini proses apa saja yg sudah dilaksanakan penyelenggaran SIMBG ?

Berapa orang Tim Profesional Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) di 

Kab/Kota …

Apakah penyelenggara PBG melaksanakan sosialisasi dan dalam bentuk apa?

Apakah penetapan SHST oleh Kepala Daerah ? Kalau belum apa sebabnya?

Kalau belum semua, apa penyebabnya?

Apakah ada dilakukan pengawasan berkala terhadap perizinan yg telah 

diterbitkan?

Tidak dapat dihitung, karena belum adanya data yang valid

Saat ini yang diajukan pemohon untuk PBG dan SLF

SBKBG dan RTB tidak dapat dibuka pada sistem SIMBG

Ada, minimal 3x selama keg berlangsung (nanti akan ada surat pertanggung jawaban)

TPA ( profesional dan akademis) : 5 orang

TPT : 17 orang

Ada.  Melalui spanduk, pamflet dan benner

Ada, Perwako No. 10 tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024

Ada, beberapa bangunan gedung negara kewenangan kota

SBKBG belum terakomodir pada menu SIMBG

TPA :

1. Roni Junaidi, S.T., M.T.

2. Ir. Jonni Agoes, S.T.

3. Ir. Yoza Dwinanda, S.T., IPM

4. Fatma Ira Wahyuni, S.T., M.T.

5. Noviardi, S.T.

TPT:

1. Pj. Walikota Payakumbuh

2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan

6. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR

7. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR

8. Zulkifli, S.T.

9. Doni Wahyudi, S.T., M.T.

10. Syafrianto I, S.Kom., M.IKom.

11. Adria Sari, S.T., M.T.

12. Andri Gustian, S.T.

13. Rico Yunesva, S.T.

14. Novelliadi, S.H.

15. Syahrial

16. Masri

17. Donika Putra, S.T.
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Tidak ada

RDTR Kota Payakumbuh sudah ada, setiap  PBG yang diterbit mengacu pada RTBL yang 

ada. 

Tidak ada

Apakah ada aturan-aturan tambahan yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

terkait PBG dan SLF?

Apakah sudah ada Perda RDTR dan RTBL, kalau belum prosesnya sudah sampai 

dimana?

OPD Teknis, apakah sudah ada tenaga Pengelola Teknis Bangunan Gedung 

Negara yang bersertifikat ? Kalau ada, berapa orang?

Apakah ada sanksi pemilik bangunan gedung untuk pembangunan yang tidak 

sesuai PBG yg sudah diterbitkan (luasan, desain, RTH, sanitasi, dll)? Apa bentuk 

sanksinya ?

Dalam penyelenggaraan PBG dan SLF apakah sudah mengacu sepenuhnya 

pada PP No. 16 Tahun 2021?

Terkait dengan retribusi, apakah sudah ada Perda retribusi untuk PBG dan 

SLF?

Sudah.

Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah

Diberikan teguran 1 dan 2, jika tidak mempunyai izin sampai penghentian / 

pembongkaran (SK WAKO )


